HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 1212/PL.02.5-Pu/1308/2024
TENTANG

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di KPU Kabupaten Pasaman, disampaikan hasil audit laporan dana

kampanye sebagai berikut:

NAMA KANTOR HASIL DANA KAMPANYE
NO AKUNTAN PUBLIK PASANGAN CALON AUDIT PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KET
1. Heliantono & Welly Suhery , S.T. - Anggit Patuh Rp 1.060.150.000,00 | Rp 1.060.150.000,00 | Rp 0,00
Rekan (Pusat) Kurniawan Nasution, S.Ikom.,
M.Sc
2. Tasnim, Fardiman, | Drs. H. MARA ONDAK , M.M. - Patuh Rp 1.120.000.000,00 | Rp 1.120.000.000,00 | Rp 0,00
Sapuan, DESRIZAL , SKM.,M.Kes
Nuzuliana,
Ramdan & Rekan
3. Armanda & Enita SABAR AS | S.Ag.,M.Si - Patuh Rp 970.000.000,00 Rp 970.000.000,00 Rp 0,00
(Cabang) SUKARDI , S.Pd.,M.M

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
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DOKUMEN PUBLIKASI

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WELLY SUHERY, S.T — ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.IKOM, M.SC

KABUPATEN PASAMAN
PERIODE 20 SEPTEMBER 2024 S/D 23 NOVEMBER 2024






























F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
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’ WELLY SUHERY
ANGGIT NASUTION

CALON BUPATI & WAKIL BUPATI
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ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALOMN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

i. Nama » Welly Suhery , S.T.
Alamat ; JI.St Syahril No 16,Durian Tinggl Lubuk Sikaping
Nomor Induk Kependudukan
Jabatan : Calon Bupati

2. Nama :  Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.5c
Alamat : JLBendi Raya No.24 Kebayoran Lama Utara

Womor Induk Kependudukan
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemifihan Umum Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
FATLUH
1 2 3 4 5
A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) R
Pembukaan a. Kami dan Perwakilan Partai Poliik Pengusul membuka | Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
BKDK p-&dﬁ Bank Limum atas nama Pasandan Calon | Peratyran KPILL Nomor 14
dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serla Walikota dan
Wakil Walikota
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulal sejak |Pasal 12 ayat (7) Peraturan Patuh

pendaftaran Pasangan Calon sampal dengan 1 (satu)
Hari sebelum masa Kampanye dimulai.

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan ‘Wakil Bupati, Seria
Walikofa dan Wakil Walikota
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PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
c. Kami mamhikn dan melanorkan hanva 1 (sahi) nomariPasal 13 avat (4) Perahwan'  Panih
RKDK kepada KPU Kabupaten. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubernur, Bupali
dan Wakil Bupati Seria
Walikota dan Walkil Walikota
2. |Pengelolaan Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang|Pasal 11 ayal (2) Peraturan Patuh
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum |KPU MNomor 14 tentang Dana
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2| Pasal 15 ayat (3) Peraturan Patuh
(dua) Hari setelah masa kampanye berakhir. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Sera
Walikota dan \Wakil Walikata
b. Kami menyampaikan sural pemyataan penutupan|Pasal 15 ayal (6) Peraturan Pawnh
rekening khusus dana kampanye dari bank umum|KPU Momor 14 tentang Dana
kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Harl|Kampanye Pemilihan Gubernur
setelah masa Kampanye, dan Wakil Gubernur, Bupati
dan ‘Wakil Bupati, Sena
Walikota dan Wakil Walikota
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 26 ayat (1) Peraturan Patuh
a. RKDK; KPU Nomor 14 tentang
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber|Dana Kampanye Pemilihan
peroietian; Gubeimiur dan Wakih Gubeimir,
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil | Bupati dan Wakil Bupati, Sena
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan | Walikota dan Wakil Walikota,
Kampanye apabila diterima sebelum  penode
pembukuan;
d. Cafalan penerimaan dan pengeiuaran Fasangan Caion
termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e, Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon; dan
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
diperanggungjawabxan.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang | Pasal 26 ayat (2) Perawran| Patuh

dimulai sejak pembukaan RKDK sampal dengan 1 (satu)
Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

KPU MNomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubemnur, Bupati
dan Wakil Bupati, Sera
Walikota dan Wakil Walikota




NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
., Pembukuan Dana Kampanve ternisah dari terpisah daril Pasal 21 ayat (6) Peratwran! Patuh
pembukuan keuangan pribadi Pasangan | KPU MNomor 14 tentang Dana
Calonipengurus! anggota/personel Pariai Politk Peseria | Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politk Peserta Pemilujdan Wakil Gubermur, Bupali
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan| Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran | KPU Nomor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubemur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubermnur, Bupati
dan ‘Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
, Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab|Pasal 21 ayat (B) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Walkdl Bupafi Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penyampaian Kami menyampalkan LADK kepada KPU Kabupaten|Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)| Patuh
Laporan dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang|Peraturan KPU MNomor 14
diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walkota dan
Wakil walikota
. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa|Pasal 31 ayat (2) Peraturan Patuh
Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempal; |KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Sera
Walikota dan Wakil Walikota
. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan | Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Patuh
LADI perbaikan kepads KPU Kabupaten melaksiiPeraturan KPU Nomor 14
Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tentang Dana  Kampanye
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan | Pemilinan Gubemur dan Wakil
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu | Gubermur, Bupati dan Wakil
setempatl. Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
4, |Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK});

2y FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

PEMERIMAAN




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5

51 FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

7) FORMULIR LDK-RELAWAN {apabila ada);

B) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

10) Surat Pernyatasn Penyumbang darl Perseorangan,

11} Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten, maka kami melengkapi danfatau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK
perbaikan yang terdiri atas:

1} FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK) PERBAIKAN:

2} FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE,

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE,

8) FORMULIR & SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK),

7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partal Politk;

10} Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan,

11} Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan

17} Bukii-bukti transaksi penerimaan dan ransaksi
pengaluaran.

C. |Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
1, IMuatan Informasi | Kami menvamnaikan | PSDK dari penyumbang kenada KPL  Pasal 28 ayat (2} Peraturan!  Patuh
Kabupaten yang memuat informasi: KPU Momor 14
a. RKDK tentang Dana Kampanye
b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye: Pemilihan Gubernur dan Wakil
. Catatan penerimaan Pasangan Calon; Gubernur,Bupati dan
d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam|Wakil Bupati, Serta Walikota
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan Wakil Walikota
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;
f. Bukii penierimaan yang dapal diperanggungjawabikai,
dan
g. Surat pemyataan penyumbang.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan|Pasal 28 ayat (3) Peraturan Patuh
yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan | KPU Momor 14 tentang Dana
LADK campai dengan 1 {saiu) Han sebeium|Kampaiye Pemiiinan Gubermu
penyampaian LPSDK. dan Wakil Gubemnur, Bupati
dan ‘Wakil Bupati, Sera
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan|Pasal 21 ayat (6) Peraturan| Patuh
keuangan pribadi Pasangan | KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurusianggota/personel Partai Politik Peserta | Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Poliik Peserta Pemilu|dan Wakll Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan ‘Wakil Bupati Sera
Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran | KPU Nomor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan, dan Wakil Gubemnur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serla
Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawan'} Pasal Z1 ayat (8) Perawran] Patun
Pasangan Calon. KPU Momor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan ‘Wakil Gubemnur, Bupati
dan.  Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penyampaian a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten|Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Laporan dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang |Peraturan KPU MNomor 14

diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan ‘Wakil
Bupat, Serta Walikota dan
Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
FATUH
1 2 3 4 5
. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 32 ayat (4) Peraturan| Patuh
LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui|KPU Nomor 14 temtang Dana
Sikadeka paling lambat 1 (har) Hari sejak menenma|Kampanye Pemilihan Gubernur
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan |dan Wakil Gubemur, Bupati
dari KPU Kabupaten, paling lambal pukul 23.55 wakiu dan Wakli  Bupat, Senfa
setempat. Walikota dan Wakil Walikota
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR L LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSOK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE,

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAMN PENERIMAAN

T ISP ARIFS ARE FU A KL A L A SD AR ] PR
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4) FORMULIR LDE-RELAWAN (apabila ada);

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

B6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

7)  Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

9) Bukti-bukii transaksi penerimaan dan ftransaksi
pengeluaran

. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi danfatau
memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK
perbaikan yang terdiri atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PEMERIMAAN

SUMBANGAN  DANA  KAMPANYE  (LPSDK)
PERBAIKAN;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB  ATAS  LAPORAN  PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA  KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAMN;

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

8) Sural Pernyataan Penyumbang dan Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

9) Bukfi-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

S

2
aporan Penerimaan dan Penoeluaran Dana Kamnanve (| PPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

¢. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan
Kampanye apabila diterima sebelum penode
pembukuan;

d, catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e, Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan

Calon;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan

Pasal 30 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 temtang Dana
Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikola dan
Wakil Walikota

Patuh

Pembukuan

a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Har setelah
penutupan pembukuan LADK dan dilutup pada saat
masa Kampanye berakhir.

Pasal 30 ayat (3) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubemnur, Bupati
dan Wakil Bupati Sera
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
keuangan pribadi Pasangan
Calon/pengurusianggotalpersonel Panal Politk Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (6) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pamilihan Gubamur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

¢. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumilah penerimaan dan pengeluaran

dipertanggungjawabkan.

Pasal 21 ayat (7) Peraturan
KPU Nomor ...I;Er'l[al‘lg Dana

disertai bukii penerimaan dan pengeluaran yang dapaty Kampanye Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupafi
dan Wakil Bupati Sera
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi fanggung jawab
Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (8) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

L

e T ealst=T=T5]

Penyampaian

Laporan

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten
dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang
diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan \Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Patuh




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
FATUH

3

4

. Kami menyampaikan | PPDK naling lambat 1 (satu) hari

setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59
wakiu setempat.

Pasal 33 ayat (2} Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur, Bupat
dan ‘Wakil Bupati Sera
Walikota dan Wakil Walikota

. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan

LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui
Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 wakiu
setempat.

Pasal 33 ayat (5) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubemur, Bupati
dan ‘Wakil Bupat, Sena
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Kelengkanan

Kami menyampaikan LPPDK secara lenokan vang terdi
alas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK};

2) FORMULIR Z DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYF.

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAMN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5} FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PEMERIMAAN DAM PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

8} FORMULIR &

ATAS LAPORAM
PENGELUARAN  DANA

ASERSI
PEMERIMAAN  DAM
KAMPANYE (LPFDK);

7) EORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

B} Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

9) Surat Pernyataan Penyumbang darl Perseorangan;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

11} Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye,

12) Surat Pemyataan dari Bank Umum yang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

13} Bukti-bukti transaksi transaksi

pengeluaran.

penerimaan dan

. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK
perbaikan yang terdir atas:

ks

Patih




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
FENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PERRBAIKAN.

1)

FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE,

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,

2) PEMNERIMAAN

3)

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
CENCIUMAAN Dok PONCRIUARAN  DANA

KAMPANYE;

FORMULIR & ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN,

FORMULIR | DK-RE!L AWAN (anabila adal.

Surat Pernyataan Penyumbang darl Partai Politik;

5)

7
8)
9
10)

Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

12) Surat Pemyataan dari Bank
menyatakan bahwa rekening
bersangkutan telah ditutup; dan

13) Bukti-bukti wansaksi penerimaan dan (ransaksi
pengeluaran,

Umum  yang
Pasangan Calon

= |

Ketentuan Lainnya

Sumber
Kampanye

Dana

Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Folitk danfatau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus
untuk Pasangan Calon yang diusuikan Parial Poiilik atau
Gabungan Partai Politik)

b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

¢. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi
sumbangan petseorangan danjatal  badan hukum
swasta.,

‘Fasal 6 ayai (2) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakii Gubemur, Bupab
dan Wakil Bupati, Sera
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumiah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/alau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
nambelian harann atay iasa yana melehihi hatas kewaiaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal

sumbangan sebagai berilun

Pasal 9 ayal (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana  Kampanye
Pamilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan \Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Patuh




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
a. Dana Kampanye vyang berasal dari pihak lain
perseorangan paling banyak Rp75.000,000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta
paling banyak Rp750.000.000,00 (juh ratus lima puluh
juta rupiah) selama masa Kampanye.
3. |Sumbangan yang|Kami tidak menggunakan dapa dari sumbangan yang|Pasal 73 Peraturan KPU| Patuh
Dilarang dilarang, Apabila kami menenma sumbangan yang dilarang |Nomor 14 tentang Dana
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Kampanye Pemilihan Gubermur
T e R T N N gunn.li
a, Tidak Sumi antEJEEIJI.It; Ak VLRI LIRS P, Ak
dan ‘Wakil Bupatl, Serta
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada|\walikota dan Wakil Waliketa
KPU Kabupaten; dan
¢. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Megara paling
lambat 14 {empat belas} Hari setelah masa Kampanye
berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Patuh

Dana Kampanye

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktvitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Pasangan Calon yang timbul dan pembelian
barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab
Pasangan Calon yang bersangkutan,

¢) Dana Kampanye fidak dapat digunakan untuk membiayai
saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan
penghitungan suara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

LOMN WAKIL BUPATI

MAN, 24 November 2024

{ Anggit Kurmiawan Nasution, S.lkom., M.Sc )




A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

#::#J% f W WELLY SUHERY ® 1P-&
S

W ANGGIT NASUTION
| i ___:_. CALON BUPATI & WAKIL BUPATI

KABUPATEN PASAMAN PERIODE 2025 - 2030
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WELLY SUHERY , 5.T. - ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.IKOM., M.SC

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
Al |Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan
A2 | Penerimaan sumbangan
1. Pasangan Calon 280.000.000 266.250.000 260.000.000
Partai Palitik atau Gabungan Partai 0 0 o]
Politik
3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 110.000.000 143.900.000 0
Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum 0 0 0
Swasla
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 390.000.000 410.150.000 260.000.000
A3  |Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank f
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0
A4 |Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1 Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 , 0 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2, Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 0 o
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 380.000.000 410.150.000 260.000.000
B  |Pengeiuaran sebeium periode 0 0 0
pembukuan
B.1 |Pengeluaran
1, Rapat Umum 150.000.000 0 0
2 Pertemuan Terbatas 0 0 0
Pertemuan Tatap Muka dan Dialog 174.750.000




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pembuatan/Produksi lidan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam

Janngan

0

o

0

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Kepada
Umum

60.000.000

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

{3 |

L3.906000

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

236.250.000

o | @

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

. Pembelian Aset

. Pembelian Peralatan

b
c
d. Pembelian Perlengkapan Kantor
e. Pembayaran Utang Pembelian

Barang

oojlo|jlojo|o

olo|lo|la]l S

o|lo|lo|o] S

b

Pengeluaran Lain

65.250.000

100.000.000

260.000.000

TOTAL PENGELUARAN

390.000.000

410.150.000

260.000.000

Utang

Utang Pembelian Barang

Saldo

1,

Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye

Kas di Bendahara

Barang

CAL PATI

{ ANgoit Kuimiawan Nas

MAN, 24 November 2024
ALON WAKIL BUPA

T

(1]
iition, S.Kom., M.5C )




LAPORAN III
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
ATAS
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Drs. H. MARA ONDAK , M.M. - DESRIZAL , SKM.,M.Kes
KABUPATEN PASAMAN
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1lTa:.nim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekar

Menara Kadin Indonesia & Flao
Ji, HA. Rasuna Seid Biok &5 Kav. 2-3
Jakars 12850 - indonesia

Fhone [ [82-213 5274426 (Hunting)
Fax | {62-21) 6274435, BI01 5001
E-rmail 1. Camin o8 (i nmi ot 5d
Wishsite inpact id

Nomor: 003, LAI-Y /KPU- Kabpam [ TFSNR /X1 /20024

Kepada Yih:
HKetun Komisi Pemilihan Tmum Habupaten Pasaman

Calrupan

Eamd telah melakukan perikatan dengsn Komisi Pemiliban  Umuam
Kabupalen  Pasamman  berdasarkan  kontrak  Noomor  73/8PE/ PR
02/ 1308/ KPU-Pas/XI/2024 tangeal 25 November 2024 untuk melakukan
Perikatan Asurans dengan  keyakinan memadai dan memberikan
kesimpulan tethadap kepatuhan Laperan Dana Kampanye Pasangan Calon
Mara Ondak (Bupat] dan Desrieal (Wakil Bupatl]l kabupaten Pasaman
untuk periode 30 September 203 sampai dengan 93 November 2024
terhadap peratitme perundang-undangan terkalt pelaporan Dana Kampanye,
it :
I Undanpg-Undang Nomor 6 Tehoan 2020 tentang Penefapan Peraturan
Pemerintah Pengganil Undang-Undsng Nomor 2 Tahun 2020 teniang
Perubahan Ketigs ates Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Noemoer
Tahun F0314 teniang Pemilihaon Gubsenur, Bupati, dan Walikotn Menjmdi
Undang-Undang Menjadl Undang Undang (Lemboran Megama Bepublik
Indonesin Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonestn Nomor 654 T

J. Pargtuirnn Komigi Pemilihon Umum Nomor 2 Tahun 3024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakll Bupatl, sera Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita
Hegara Republik Indonesia Tabun 2024 Nomoer §0);

d. Peraturan Komisi Pemiliban Umum Nomor 14 Tabhun 2024 entang Dana
Rampanys Pescra Pemiliban Gubernur dan Wakidl Gubermur, Bupaid dan
Wakil Bupat, scrta Walikota dan Wakil Walikofa;
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4. Keputusan Kumisi Pemiliben Umuam Nomor 1384 Tahun 2034 tentang
Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dist Wakil Gubernur, Bupnsti dan Wakdl Bupati, serta Walileota donm Walil
Walikota,

5. Keputusan Komisl Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Lapomsn Dapa Kampanye Peseria
Perilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Wallkoita dan Walkil Walikota.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas feenrieh
sebut sebagai “Feraturan Dana Kampanye™.

Informaei Hal Polok

Berdassrkan ketentuan Peramran Komist Pemiliban Umum Nomor 14
Tahun 2024, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Mara Ondalk (B peti]
dan Destizal (Wakil Bupati] Kabupaten Pasaman terdin dan:

1. Laporan Awal Dana Kampanye {LADE) yang selanjuinya disinglat LADK
merupakan pelaporan vang memusat informass REDE, sumber perolehan
saldo awal atau saldo pembulkasn, rincian perhitungan peneTimaan dan
pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan penerimasn
sumbangan yang bersumber dard pasangan calon dan/atau Partai Politik
peserta pemilu atan Gabungan Partal Politik Peserta Pemilu dan pihak
lain, penyampalan LADKE dilakukan 1 hari sebelum masa kampanye

2. Laporan Pemberl Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK] merupakian
pelaporan sumbangan dana kempanye yang diterima pasangan calon
dan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta
pemilu seria serta pasangan calon persenrangan getelnh pembukuan
LADK. disampaikan eampai dengan 1 (satu) harl sebelum penyampalan
LPRDK leepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota

3. Laperann Penerimoan dan Pengeluaran DEns Rampanye (LFPDR) adalal
pommbukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengcluaran Dana
Kamparive vang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pescria Pemilu sampnoi
dengan bernkhirmys masa kamparnye.
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Kriteria

Kriterin yang kami gunakan dalum Perikatan Asurans ing adalah Peraturan
Kommiet Besilihan Umum Nomor 14 tahun 2024, Kriteria tersebut jugs
dijadikan acuan dan diterapkin oleh Pasangan Calon Pasangan Marn Ondalk
(Bupatl] dan  Desrizal (Wakil Bupsti) Rabupaten Pasaman  dalam
penyusunan Laporan Dana Kampoanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh
Pesangan Calon Mare Ondak ([Bupati] dan Desrzal (Wakil Bupath) dalam
mienyusun Laporan Dana Hampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (ERDK)

a.  Pembukaan, Pasal 12 PKPU nomes 14 tahun 2024

1) ayat {1}, Partai Politlk Peperta Pemilu atau Gabungan Fartai
Politik Peserta Pemilu vang mengusulkan Pasangan Calon dan
Pasangan Calon perseorangan wajib membuka REDR pada
Bank Umum,.

2] avat (2), RKDK dibuka ates nama Pasangan Calon dan terpleah
dari rekening pribadi Pasangun Calon,

3) avat (3), Spesimen tenda tangan pada RKDK yang dibuka oleh
Partal Politik Peserta Pemilu atau Gebungan Partal Politik
Peserta Pemily vang mengusulkan Pesangan Calon dilakukan
bersams oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partal Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dan
Pagangan Calon,

4) ayat (6], Spesimen tanda tangan pada REDK yang dibuka cleh
Pasangan Calon perscorangan  dilakukan bersama  oleh
Pagangan Calon Peseorangan.

5 ayat (7). Pasangan Calon membuka REDK tidak melampaui
ketenman pembukaan REDE yedtu scjak pendaftaran Basamngan
Calon sampal dengan 1 (satu) Hari sebelom masa Kampanye
dimulal,
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g ayat (%), Portai Politik Pescrta Pemilu gtaw Gabungan Partai
Politik Peserta Pemihi vang mengosulkan Pasangati Cakon
sebelum membuka REDK membuost permohonan  pengantar
pembukian RBEDE  depgan menggunaken formulic  yvang
ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
waldl gubemur dan KPU Kabupaten/Kota ontuk pemillhsn
bupat dan walkil bupati atau walikota dan wakil walikota.

T} ayat (10), Pasangan Calon perscorangan scbelum membuka
REOK membuat permohonan pengantar pembukasn REKDK
depgan menggunakan formulir yang ditajuban kepada EPU
Provingi untuk pemifihan pubermur dan walkil gubernur dan
KPL Kabupaten/Kota untul pemilihon bupati dan wakil bupati
ataw walikota dan-wakil walikota,

b. Pembukamn, Pagal 13 ayvat [1} PRPU nomor 14 tehun 20249,
Pembukaan REKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan
REKDE yang ditcrbitkan olch KPU  Provinsi untuk  pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota uontuk
pemilihan bupni dan walal bupati atau walikota dan walal walikota.

. Pembukaan, Pasal 14 PEFU nomer 14 tahun 2024

1) avat (1), Dalam hal Pasangan Caion atou solsh setu dad
Pasangan Calen berhalangan tetap dalam jangka waktu sejulk
penetapan Pasangan Calon sampal dengan 30 (tiga puluh) Hari
gsebelum hari pemungutan sudra, Pasangan Calon pengganti
melakukan pembaharuan BEKDKE puling lambat 3 jtga) hari
kerja seotelsh ditetapkan sehagai Pasangan Calon oleh KPU
Provinsl untuk pemiliban gubernur dan waldl gubernur dan
EPU Kabupaten/Kota untuk pemiliban bupati dan wakil bupati
atmy walikotn dan wekil welikaobn,

20 eyar (2, Dalem hal terdapat Pasangan Calon yang ditetaplan
berdasarlon:
1] putusan Bawsashy atau
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2} putusan pengadilan yang telah berkeluaton hukum tetap
vang melewat fanggal  penetapan  Pasangan  Calon
echapmimana diatur -dalam Peratoman KPU tentang tahapan
dan jadwal peovelenggaraan Pemilihan, REDK dapat dibuaka
pada Bank Umum paling lambat 3 {tiga} Hari kerja setelah
ditetapkan sebagal Pasangan Calon oleh KPU  Provinsi
untilk pemiliban gobermur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupeton/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atay walikota dan wakil walikota.

d, Pengelolans, Pasal 13 avat (7] PEKPU nomor 14 tahun 2024, Dalam
hal REDE dikclols olch pihak lain, Pasangan Caloo wajib
menyampeikan surnt penunjukan penpelols REDR kepads KPU
Provinal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Permbhbon Bupsyd dan Wakil Bupat scma
Walikota dan Wakil Walikots,

e. Pelapoman, sebagnimana diatur dalam PEPU nomor 14 tahiun 2024:

1] Pasal 13 avat (4], Partes Politik Peasrta Pemilu ptou Gobungon
Pariai Politik Peseria Pemilu vang mengusulkan Pasangan
Calon dian Pasangan Calon perscorangan melaporkan hanya 1
[sotu) nomor REDE.

2} Pasal 11 avat (3, Penerimpaan Dana Kempanye yang berbentalk
uang wajib ditempatkan pada RRDE teriebih dabuly sebehim
digunalean untuk kegintnn Kampanye.

. Penutupan, Pasal 15 PEPU pomor 14 malan 20044

1) awat {3, Penutapan REDK dilakukan paling lambat 2 [dua) Her
setelah masa Kampanye berakhir,

3 avat (3, Penutupsn Rekening Khusus Dana Hampanye wapb
dibuktikan dengan surat pernyataan deri Honk Umum, dan

A syat (B, Posangon Calon wojib  menyampeikan sl
pernvataan penutupan REDK dar Bank Umum paling lambat 2
{dual Hari sctclah masa Kampanye berakhir,



Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzulizna, Ramdan & fiefcn Member Firn of INPACT

Berjiptamey Dbk e

2. Laporan Awdl Dena Kampanye (LADK)

a.  Muatan Informasi, Pasal 26 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1] awat {1). Pasangan Calon menvusun LADK vang memuat informasi:

al RRDK;

b salde awal RKDK atau salds pembukaan dan sumber
perobehan;

¢ saldo awal pembukusn yang merypakan siss saldo hasid
penerimaan sumbangan dan perigeluaran untuk kegiatan
Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

d) oatatan penerimasn den pengeluaran Pasengan  Calon
termasuls sebelum pembubkaan REDR;

¢l nomer pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

dan
) bukti penerimasn dan pengelzaran vang  dapat
dipertangoun giaaabkan
2} ayet (5), LADK Pasangan Calon ditandatsngani oleh Pasangan
Calon,

b, Pericde Pembukusn, Pasal 26 PKPU nomer 14 tahun 2024

1} ayat (2}, Pasangan Calon mematuhi periode pembuluan LADK
vairu sejak pembukuan REDK dan ditutup 1 (satu) har sebelum
penyampalan LADK.

2) ayat {3}, Dalem hal Passngan Calon tidak membuka REKDK pada
waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulal  sejak
penstapan Pesangan Calon sampal dengan 1 (satu) Hari sebelum
wakiu penyampaian LADR,

£ HKelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 FKPU nomor 14 tahun 2024
1) avat (2|, Pasangan Calon menvampaikin LADK 1 {satu) Hari
sebelum mesa Bampanye, paling lambat pukol 23.59 wakia
scicmpat. Pasangan Calen memyampaikan LADK  dengan
menginmbon data don daleaman LADE vong diunpggeh melaloi
Sikndalon.
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ayal (4], Apebila terdapat perbaikan, maks LADK perbaikan
disampaikan olch Pasangan Calon kepada KPU melalul Sikadeka
poling lambst 3 f{tiga] Ham sejak menerima tanda terima
perbalkan dan berita acars hasil pencermatun darl KPU, paling
lambat piikal 23,50 wakiu setempat,

d. Kelengkapan dan Penyamnpatan, Pasal 27 PRPU nomor 14 wmhun 2024:
1) avat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan

<)

kondisi:

g) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon BAMfl
dengan 1 (satu)] Hari sebelum masa Kampanye dimulsi moka
LADE disampaikan paling lambat 3 (tiga) Harl seielab
ditetapkan Pasangsn Calan pengganti/baru oleh KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubemur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilthon bupati dan wakil bupati
atan walkikota dan wakil wallkota,

b} berhalangan tetap setelah dimulunys masa Kampanye
sampal dengan 30 (tiga puluk) Hori  sebelum  han
pemungetan suara makn LADK dilakukan pembaharuan dan
disampaikan paling lambat 3 [tga) Han selelah ditctapkan
Pasangan Calon pengganti/bary oleh KPU Provinst untuk
pemilihan  gubernur  dan wakil  gubernur dan  KPU
Kabupaten/Kota untuk. pemilihan bupati dan wakil bupati
atau wiliketa dan wakil walikota.

ayat (2|, Dalam hai terdapat Pasangan Crlom yang ditetapkan

berdasarkn!

m| putusan Bawashi Provingl untuk pemilihan gubernar dan
wiakil gubsernur dan putusan Bawaslu Kabupalen/ Kota uritik
pemilihen bupati dan wakil bupati atau wallketa dan wakal
walilnta; atan

b putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tefap
yang melewati penvampaian tangeal LADK sebagaiman diatur
dainm  Peraturan  KPU  tentang  tahapan dan  jadwal
penyelenggaraan Fenilinan, LADK disampailan peling lambat
3 friga) Hari sejak ditctapkan sebagal Pasangan Calon cleh
KPU Frovinsi untuk pemilihan gubernur dan walkil gubernur
dan KPU Kabupaten,Bota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupratl atau walikots dan wakil walileota.



Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Remdan { Felin Memiber Firm of INPACT

e,  Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 26 ayat [4] dan Lampiran X1
PKPU nomor 14 tahun 2024, Penyerahan LADK kepada KPU Provinst
atau KPU Kobupaten/Kota sesual dengan tingkatannya, yang
dilengkapi dengar;

1) Formulir 1, Laporan Awal Dani Kampamye (LADK)

21 Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Rampanye;

9} Formulir 3. Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye,

4] Formulir 4, Daftar Perscdiaan Barang Dana Kampanye;

5] Formulir 5, Laporan Akiivitas Penerimaan dan Pengehiaran Dana
Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laperen Awal Dkana
Kampamie;

6] Formulic &, Surat Pernyaiaan Tanggung Jawab Atas Lapomn Awal
Dana Kampanye (LATDK]L

7] Salinan dan Rekening Koten Bekening Khusus Dana Kampanye;

8 Surat Pernystaan Penyumbang darl Partai Palitile atau Gabungan
Partai Politil

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan:

10} Surat Pernyutaan Penyumbang dari Badan Hukum Swasts: dan

11} Bukti-bulkti transakst penenimann dan transaksi Pengeluaman,

{ Eclengkapan den Penyampaian, Pasal 31 aval (3], ayat (4] dan
Lampiran XIV PKPU nomor 14 tahun 2024, Apabila LADK yang
disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda teruma perbailan
oleh KPU Provinsl atau KPU Habupaten /Kota, maka Pasangan Calon
wajlb melengkapl dan/atay memperbaiki dolumen LADK dimaksud
dengan menggunakan formulir yeng ercanium datamn Lampiran XIV
Peraturnn KPU, terdin atas:

1) Formulir 1, Laporan Awal Dane hampanye [LADK) Perbaikan;

2] Formlir 2, Daftar Fenerimaan Sumbangan Dana Kampsnye;

3] Formulir 3, Laporan Aktivitas Pencrimaan dan Pengeluaran Dane
hampanys;

4] Farmulir 4, Dafiar Persedisan Bareng Dana Kampanye

5] Formulir 5, Laporan Aktiviias Penerimaan dan Pengeluamn Dann
Kampsnye Sebelum Perode Pembukuan Laporan Awal ana
Kampanye;

&) Farmulir 6. Surat Pernyvataan Tanpgung Jawab atas Laporan Awal
Dana Kampanye;



Tasnim,Fardiman, Sapuan, Nuzuliana Ramdan etz Membet Frm of INPACT

71 Salinan dan Rekening koran Releening Khusus Dana Kampanye:

8) Surat Pemvataan Penyumbang dan  Partet Politik  atau
Cabusngun Partai Politik;

9] Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangarn;

18] Surat Permyataan Peryumbsing dari Badan Hukum Swasta; dan

11| Bukti-bukti transakst penerimesan dan transaks Pengeluaran,
Prgangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik
atau digital (softiile) kepnda KPU Provinsi uniuk pemilihan
gubernur dan walkil gubernur dan KPU Kabapaten/Kota untuk
pemilihan bupsti dan walal bupati atau walilzota  don wakil
walikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui
Sikadelka,
Penyampaian LADE Partai Polik  Peserta Pemiilu  tingkat
provinsl/tingkat kabupaten [kota dalam bentulk fsik atau dighal
{soltfile]. sssuni dengan wakiu penyampaian, dan wajib mengie
dafenr hadie vang dissdiakan oleh KPU Provinsi untuk pemithan
gubernur dan wikil gutemus dan KPU Kabupaten/Kata untok
pemilihan bupatl dan wakil bupati atau walikotn dan wakdil
walikota,

3. Laporun Penerimuan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDHE}

a.  Muatan Informasi Pasal 28 FEPU nomor 14 wahun 2024,
1) avat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memual
informasi LPSDK:
a) RKDK;
bl jumlah sumbangan Dana Kampanye;
¢] uatatan penerimazn Pasangan Cabon;
d| identitps peryumbBang,
¢] nomor pokok wallb pajek masing-masing Pesangan Calon;
fl  bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjewabkan; dan;
g surAl pernyatasn ponyambang,
7} avat [, LPSDK Pasangan Calon ditandatangam olek Pasangan
Calon.
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%, Petode Pembukuan Pasal 28 ayst (31 PEPU nemor 14 tabun 2024,
Pasangsn Calon mematuhi periode pembulcuan LPSDE yaity dimulal
1 [satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampal dengan 1
fsatu} Hari sebelum penyampaian LPSDK.

. Helonghapan dan Penvampaion, Pasal 32 agat (2) PRPU nomor 19
tahun 2004, Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesual desgan
jadwil sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran [ Peraturan KFL,
paling lambal pukul 22.59 wakiy setcmpat.

Pasangan Calon menvampaikan LPSDK dengan mengirimkan data
dan dokumen LPSDK yang diunggah melalul Sioadela.

d. Kelengkapan dan Penyampsian, Pasal 31 ayat [4) PKPU nomor 14
fahun 2024, Apshila terdapat perbailkan, makas LPSDE perhailoan
disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melal Sikadeka
paling lambat 1 |satu] Hari sejak menerima tanda perbaikan dan
herita acara hasil pepcermatan pencermatan dard KPU Provinsl atau
KPU Kabupaten/ Kota paling lambat pukual 23,59 waktu setempat,

e, Kelengkapan dan Peryampalan, Pasal 29 PKPU demor 14 tahun a024:
1) ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Colon dengan

leendim:

a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calen sarmpal
dengan 1 (satu) Har scbelum LPSDK disempaikan kepada
KPY Provinsi untuk pemilihan gubernur dan walil gulberur
dan KPU Kabupaten; Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati wtau walikota dan wakil walikota maka LPSDR
disampalkan paling lambat 3 (tiga] Harl setelah ditetaplkan
Pasangan Calom pengganti/bam oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan  gubernur  dan wakil gubermur  dan KPU
Kabupaten /Kots untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikotn dan wakil walikota.

b| berhalangan tetap setelah LPSDK  disampaikan RAMpa
dengan 30 [tiga puluh) Hari sebelum had pemungulan suarg
maka LPSDK dilakukan pembaharuan disampaikan dan
paling lambat 3 (thga) Har sciclah ditetapkan Pasangan Calon
pengeanti /baru oleh KPU Provins: untuk pemilthan gabernur
dan wakil gubernur dan KPU Eabupaten/Kota uriuk
pemitihan bupati dan wakil bupati atau walikota den wakil
walilmita.
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2) myat {2), Dalom hal terdapat Pagangan Cslon yang difetapkan
berdasarkan:
al putusan Bawaslue Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil pubermur dan putussn Bawaslu Rabupaten Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau wallkota dan wakil
wallkota; arau
h) putusan pengadilan vang telah berkekuatan hukum tetap,
yang melewati tangal penvampain LPSDK eebagaimana ity
dalam  Persturan  KPU  tentang tahapan dan  jadwal
penyelenggarann Pemdllhan, LPSDE  disampaikan paling
larmbat 3 {tiga) Harl sejak ditetaplean sebagal Passngan Calon
akeh KPU Provinsi untuk pemifihan gubemur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten /Kot untuk pemilihan bupati
dar walkdl bupati atau waltkora dan waldl walikota,
. Kelengkapan dan Penyamprisn, Pasal 32 ayat {2) dan Lampiran Kl
PEPU nomor 14 tahun 2024, Penyerahan LPEDK kepada KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Keta sesual dengan tnghkatannya, yang

dilengkapi dengan:
1] Formulir |, Laporan Penerimasn Sumbangan Dana Kampamye
(LPS1E]:

7] Formulir 2, Daftar Penertmaan Sumbangan Dang Kampanye;

3] Formulir 3, Surat Permyaman Tanggung Jawab Atas Lapomn
Penerimaan Sumbangsn Dana Kampanye (LPSDK);

4] Balinan dan Rekening Koran Rebening Khusus Dans Kampanye:

5| Surat Permyatiwan  Penyumbang  dari Partai Politik atau
Gabuangan Pariai Politik;

& Surat Pernyataan Penyumbang dan Perssorangan;

7| Surat Pernyataas Penyumbang dari Badan Hukum Swasta: dan

H|  Bulkti-bukti transaksi penerimaan dan transaksl Pengeluaran.

g Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 45 ayat (3 dan Lampiran XV
PRPU nomor 14 tabun 2024, Apablle LPSDE yang disampaikan
Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi
untuk pemifihan  gubernur  dan wakil  gubernur  dan  KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilhan bupati dan wakil bupati atau
wallkota dan wakil wallkota muks Pagangan Calon wajih melengkam
dan/atay memperbaiki dokumen LPSDE dimaksud yang  dibuat
dengan menggunakan formulir yang tercantom dalam Lampiran XY
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dorl Peraturan KPLU terdics

atis:

1} Formubie 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dand Eampanye
[LPSDK] Perbaikan,

21 Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

3} Formulir 3, Surat Pernyatsan Tanggung Jaweh Atas Lupormh
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDRE

4} Salinun dan Rekening Koran Rekening Khuasus Dana Kampatiye;

5] Surat Pernvataan Penyumbang dan Partai Politik atan Gabungan
Partal Politik;

B} Surat Pernyataan Penyumbang darl Perscorangin,

7] Sueat PBernyatasn Penyumbang dari Badan Hokum Swasta; dan

8] Bulkti-bukti transakst penerimaan dan tratsaksl Pengeluaran.
Pasatgan Calon dapal menyampaikan LPSDK dalam bentulk fisilk
atau  digital (softfile) kepads KPU Provinsl untuk pemilihan
gubemur dan wakil gubernur dan KPU Kabapaten/Kota untuk
pemilihan bypati dan wakil bupati stau walikots dan wakil
walikota apabila mengelami kendala dalam penyampaiian melalul
Bikndels
Penyampaian LPSDK  Partai Politik Peserta Pemilu  tingkat
provinsi/tngkar kabupaten /kota dalam bentuk fisik atau dhigital
|softfile], scauai dengan wakiu penyampalan, dan wagil mengEsi
daftar hadir vane disediakan oleh KPU Provinat unnik pemilinan
guberaur dan waldl gubsrnur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilinan bupati dan wakil bupati aau walikota dan wakll
walikolta.

4_ Laporen Penerimann dan Pengeiuaran Dana Knmpanye (LEPDE)

a  Muntan Informass, Pasal 30 PEKPU nomor 14 takun 2024:
1) ayat (1), Pasangan Calan manyueun LPPOK yang Mmefriual infonmnasi:
a) REKDE,
bl saldo awal atau salde prmbuksan dan sumber perolehan;
) saldo awal pembukuan yeng menipakan sisa saldo hasil
penerinman  sumbangan dan Pengeluaran untal  kegialan
Kampanye apabila diterima sebelum peristle pembukuang
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d] cammtan peocrmesn  dan Pengelusran  Pasagan  Calon
termasuk sebelum pembukaan REDK;

¢) nomor pakok wajib pajak masing-masing Pasangan Calen:

fi bukti penerimaan dan  Pengeluaran  vang  dapat
dipertanggrungiawabkan; dan

g] saldo akhir pada sast penutupan pembukuan REDK.

2 @yat (5, LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan
Cialora,

b, Periode Pembukusn, Pasal 30 avat (3) PKPU nomor 14 tahun 2024,
Pasangen Calon mematuhi periode pembuliuan LFPDE yang dimulal
sefak 1 (sutu] Harn setelsh penutupan pembuokuan LADK dan ditutup
padn saat mosa Kampanye berakhir.,

¢, Kelenglkapan dan Penyampatan, Fasal 33 PRPU nomor 14 taton 2034
1) avat (2], Pesangan Calon menvampailan LPPDR paling, lambat 1

{satu) Hari sctelah masa Kampeoye berakhir, paling lambat puloul
231,59 wakin setempat. Pasangan Calon menyampaiken LPPDR
denpgan menpgirimbkon data dan dokumen LPFDE yang duingeah
melalui Sikacdeks.

2} avat (3), Apabila LPPDE yvang disampaikan Pasangan Calon
diberikan tands perbajkan olch KPU Provinsi untuk Pemililan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten /Kola untuk
Pemilibian Bupati den Wakil Bupati atsu Walilkota dan Walal
Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi danfatau
memperbaild dobumen LPPDE dimalaud paling lmmbat 1 (satu)
Hari sejak menerima tanda perbalkan dan berita Goera hasil
pencermatan dori KPU Provinsi uniuk Pemilinan Gubernar dan
Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kotn untuk Pemiliban
Bupati dan Wakil Bupati stau Walikota, paling lambat pulasl
23.59 wakiu setsmpal,

d  Kelenghapan don Penvampaian, Pasal 30 avat (4) dan Lampiran X
PRPU nomor 14 tahun 2024, Pervampaian LPPDE Pasangan Calon
dilampiri dengan LADE atau LADK Perbaikar dan LESDR ateu LPSDR
Perbaikan serta dilenghapl dengan:

1) Formulir 1, Laporan PFenerimsan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDE);

2] Formulir 2, Daftar Fenérimaan Sumbangan Dang Kampanye;
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3] Formulic 3, Laporan Aktivitas Penermiaan dan Pengeluarsn Pkand
Kampanye;

4  Formulir 4, Daftar Persedinnn Barang Dana Kampanye;

5| Formulir 5, Laporan Aktivicas Penerimean dan Pengeluaran Dana
Kampunve Sebelum Perinde Pembukuan Laporan Proerimaan daan
Penpeluaran Dang Kempanye;

&) Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana kampanye (LFFDEL

7} Salinan dan Rekening Koran Releening Khusus Dana Kampanye;

#) Surart Pernymtaan darl Bank Umum yang menyatakon bahwa
rekening Pasanpan Calon bersangkutan telah ditutup.

O} Hurat Permyatsan Penyumbang dari  Partal Folltik  atau
Gabusngan Parta: Politik;

1) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseroangan;

11) Sural Fomyvataan Peoyumbeang dart Baden Hulum Swasta) dan

12} Bukti-bulkti transdksl penerimaan dan transaksi Pengeluaran,

¢,  Kelengkapan dan Penyampaisn, Pasal 33 ayat (4] dan Lampiran XV

PEPU nomor 14 tahun 2024, Apabila LPFPDK yang disampaikan alch

Pasangan Calon diberikan tands terima perbaikan olch KPU Provinsi

atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasungan Calon wajib melenghkapi

danjatau  memperbaiki  dokumen LPPDE  dimaksud  dengan

menggunakin formulir  yang tercantum dolam Leampiran XV

Peraiuran KPLU terdiri atas:

1) Fermulie 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran  [Dana
Eampanye [LPPDE] Perbailan;

3| Formulir 7, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampareye;

3| Formulr 3, Laporan Aktivitas Pencrimidn dan Pengolvaran Dano
Kampanye;

4| Formulir 4, Danar Persedisan Barang Dane Bampanyc;

5| Fermulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluarsn Dana
Kampanye Sclelum Periode Pembubian Laporan Penérimann dan
Pengeluamn Dane hampanye;

£} Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye (LEPDR]

7 Salinus dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

8] Surat Permyatman darl Hank Umum yang menyatakan bahwa
relkrning Prsangsn Calon bersangkutan telah ditatup;



Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana Ramdan fetar Memiber Fim of INPACT

LUl T [ Mg R &

9] Sumt Permnyatgan Penyumbang dari  Partai  Politik  atai
Cabusnpgan Partai Politik;
10) Surat Pernyataan Penyumbang darl Perseroangas:
11] Surat Pernyatazn Penyumbang dari Badan Hukum Swasiag dan
1% Bukti-bukti tranesaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.
Pasangan Calon menyampaikan dapat LPPDR dalam beatuk fisik
atan digital {seftfile kepada KPU Provinsi untuk pemilihan
gubermur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten / Kota untuk
pemilihan bupati dan wakll bupan atau walikoia dan wakil
wilikota apabila mengalami kendals dalam penyampaian ekl
Stkacleka.
Penyampaian LPPDK Partai  Politik Pesena Pemilu  tinghkat
provinsi/ tingkat kabupaten/kowa dalam bentuk fisik atau digital
jeoftfile}, sesual dengan waktu penvampaian, dan wajib mengsi
daftar hadir yang disediakian oleh KPU Provins: untok pemiliban
gubermur dan wakil gabernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupsti dan wakil bupati atau walileotn dan walil
walilnta,
f  Sumber/Klasifikas: dan Identites Penyumbang, scbagaimana dliatur
dalam PEPU nomotr 14 tahun 2024
I} Pasal 6 ayat (1), Dana Kampanye Pasangan Calon Cubernur dan
Walkil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai
Politik atau Cabungan Partai Politik dapat diperoleh dar,
gl Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Parta Politik
vang mengusulkan Pasangan Ceakm;
b} Sumbangan Pasangan Calon, dan/atal
g} Sumbangan pihak lan yang ticlak mengikal yang meliputl
sumbangan perseorangarn dan/atau bearcdan hukum swasta.
2} Pazal 6 ayat [2), Dana Kampanye Pasangen Celon perscroungan,
dapat dipemleh dari:
g) Sumbangun Pasangon Calon; danfatan
b} Sumbangen pihak lain yang tdak menglkat, yang meliputl
aumbaAREnn peTRSTORTIFRD dlan fatau badan Mok swasia,
3] Pasal 6 aval [5), Perolehan Dana Kampanye harus dilengloapi
dengan Informasi identitas yang jelas,
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4) Pasal 8, Sumbangan dar pthak lain harus dilengkapt dengan
surat pernyvataan penyumbang yang memuat informsst identitas
penyumbang dan jumiah sumbangan.

Sumbangan yang berasal darl pihak lain Perusahasn ats Badan
Hukum Swasta wajib diampirt selinan akta pendirian
Perusahaan amau badan usaha.

5] Pasal 11 ayat |3] dan ayat {3}, Penerimaan sumbangen Dana
Kampanye yang dilakukan dengan cam memindahkan dana dari
nomor tekening  penyumbang ke REDK disertal denlilas
pemyumbang,.  ldentltas  penyumbang  dapal benipa  surat
keterangan dar bank yang bersanghutan, Sumbsngen [ana
Kampanye yang dilakukan melalol setoran tunal pada bank,
disertal dengan surat permyataan ponyumking.

g Pencatatan Penerimasn Sumbangan. Pasal 21 PRPU nomor 14 tahun

20024,

1] Pasangan Calon mencatal dan melaporkan seluruh gumbangnm
{mencalrup uang, baring dan/alan jASE YADE dikonversikan
dengen nilat nang, termasuk utang dan diskon pembclian barang
Aty jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual bell secara
amum| vang diterima ke dalat Daftar Penerimant Sumbnngan,

7) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dard pembukuan kenangan
pribadi  Pasangan Calon/ pengurus/ anggota /personsl  Partai
Politik Péserta Pemilu atau Gebungan Partal Politik Pesema
Pemilu yang mengusulian Posangan Calon.

3]  Partai Folittk Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Folitik Pescria
Pemila deapar menerima sumbangsn Dans Kampenye dari Parta
Politik Peserta Prmilu atan Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dan pihalk Lan.

4} Parlai Politik Peserta Pemilu atan Gabungen Partal Politik Pescrin
Pernily  weiib  mencainl  penerimain  sumbangen  dalam
pembukian  penerimaan  Danas Ramponye dan  wajib
menyampalkan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada
Pasangan GCalon  untuk dilampirkan  dalam  Lsporan [rana
Rampanye.
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h,  Pencatatan Peaerimann Surmbengan, Pasal 11 ayat (3] PKPU nomor 14
sahun 2024, Dana Kampanye yang berupa uang, wajib dhitern pailoan
pada REKDE terlebih dohulu sebelum digunakan untuk kegiatan
kampany®.
L Batasan/Kesesnaian Sumbangan, sebagaimena diatur dalam PRPU
nemor 14 tnhun 2024 Pasal 9 ayar (1) dan (3, Pasangan Calen
mammatuhi jumiah penerimaan sumbepgan (mencakup uang, hawrang,
dan/atau Jasa yang dikonversikan dengan nilar gong, termasuk utang
dan disken pembelian barsng atau jasa yang melebinl batas
Kowgjaran tronsakel junl bel secara umum| vang dilaporkan dakam
LADK, LPSDK dan LFFDR tidak melebihi jumlah di bawah ink:
1] Rp75.000.000,00 (tujuh puloh fima juts rupigh} sélama masa
kampanye untuk peryumbang persenrangan; ilan
2) RpT50.000.000,00 (ujub ratus lima puluh juta ruphah) seiama
miusa Hampanye untuk penyumbang badan bukum  swakls
dan/atan  Partai Politik yang bukan merupakan pengusul
Pasangan Calon,
|.  Sumbangan yang dilarang, schagnimans diatur PRKPU nomor 13 tahun
2024:
1} Pasal 73, Partal Politk Peserta Pemilu atsd (habungan Partai
Pufitile Peterta Prmilu dan Pasangan Calon dilarang menerima
sumbangan atay bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dar
o] negirs asing, lembags swasta asing, embaga swndaya
magyurabiit asing dan warga Negara asing:

b) penyumbang atau  pemberi Dantuan  yeEng tidals jelos
identitasnyn;

of Pemeriniah dan Pemerintah Daerali; dan

dl badan usaha milik negara; badan usaha milik dacrab, dan
badan usaha milik desa atau sebutan lain.

2 Pasal 8 syat (7} PKPU nomor 14 tahun (124, Pasangan Calon
perscorarngan dan Parial Politik Pesorta Pemilu atad Gabangan
Partal Politik Pescrta Pemilu yang menpguanlian Pagangan Calom.
yeng menerima sumbangan melebini ketentuan, hamis menmaih
ketentuan berimn
a) dilarang menggunakan keichihan dena dimaksad;

b wajih melaporkan swmbargses terachut kepadn KPU Provins
atuu KPU Kabupaten | Kota; dan
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¢ menycrahkan sombangan  terasbul ke kaz Nepars paling
lambat 14 [emipat beizs] Har setelah masa Rampanyo
bemmlkhir.

d] ‘wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU
Prewingl untuk Pemilihan Gubemnur dan Wakil Gubernur dan
KPFU Kabupaten/Kota untulk Pemilihan Bupatl dan Wakil
Bupati atay Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14
{empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir,

k. Buiasan Pengeluarsn Dana Kampanye, scbagaimana diatur PEIU
nomor 14 tahun 2024;

1)

&l

El

4|

5

B

Pasal 18 avatl (1], Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yali

umiuk:

a) pembiayaan aktivitas kampanye (fermasuk pembelan barag
dian fatau permbayaran Jasa);

b} pembayardan hutang: dan

g} pengeluaran lain- lain vang dinilai berdasarkan hamga pasar
VRN Wajar,

Pasal 18 avat {7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi

batus kKewsjamn  jual  beli yang berlaku  secars  umum,

dipertalukan ketentosn B g

Pagal 31 ayat (5], Pasangan Calon wajib mencatat sclu ruh

pengeluaran  berupa  uvang, bamng, dan/etan  Jjasa  dalam

pembukuan  khusus Dana  Kampanye dan terpisah  dan

pembikisan keuangan pribadi Pasangan Calen dan Partal Politik

atat Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (7}, Pembulouan sebagalmir dimaksud mencakup

informssi tentang bentuk dan jumiah pengeiiaran disertd bukil

pengeluaran yang dapat dipertangguingiawabloan,

Pusnl 18 ayat |8), Dana Kampanye dilarang digunakan aniuk

membiayal saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 83, Prsangen Calon yang melanggar ketentuan pembainemn

pengeluaran  Dana  Kampanye, Pasangan Calon  wajib

mengembalikan kelebihan ko kas negara gejumlnh  kelebihan

pengehiaran.

Memioer Firm of INPACT
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Keterbatasan Laporan

Kaml melaksanakan prosedur dan pemerclchan buki yeng reievan dan
terhatias pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampiaiye Y8ng
disampaikan kepada lami oleh Mara Ondak (Bupati] dan Desrizal (Wakil
Bupati] Kabupaten Pasaman. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans,
terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secars sampling
yang dilakukan memungiinkan adanya kegagalan dalam mendeteks
ketidakpatuhan dan kecumngan yang tegadi, Terdapat keterbatasan -sifat,
sant, lngkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana
sebagai asal usul Dano kampanye, sehinges ada kemungkinan Dana
Kampanye tidak tcrcskup secara menyclurub  dalam lnporan  Dana
Kampanye ersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas bamya pada dokumen
dan/atay informesi vang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan
Calon Mora Ondak (Bupat] dan Desrizal (Wakil Bupatl) Kabupoter
Pasaman, sehingze kami tidak melakukan pemenksian atas hal-hal yYang
tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidal memberilan peneniusn
legal stas kepatuhan Pesangan Calon Mara Ondak ([Bupati) den  Desriml
[Waukil Bupafi) Kabupaten FPasaman terhadap peraturan  perundang-
undangan vang relevan dengan Laporan Dana Rampanye.

Tanggung Jawab Passngan Calon Marn Ondak (Bupati] dan Desrlzal
(Wakil Bupati] Kabupaten Pasaman

Pagangan Calon Marg Ondak (Bupau) dan Desrizal (Wakil Bupati}
Kabupaten Pasaman bertanggung jawab atas penyusumnan Laporan Dana
Kampanye yang scsuai dengan peratumn perundang-undangan yang
berlaka. Tangeung jawab fersebul juga mencakup penerapan metode
penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, seria
nergncangn, implementasi, pemeliharaen sislem, dan proses yang Televan
untuk penyusunen laporan. Pasangan Calon Mara Ondak (Bupati) dan
Desrizal (Wakil Bupati) Kabupaten Pasaman jugs bDertangeung jawab atas
hepatuhan  terhodap peraturan perundang-undangan  terkail  Dana
Kampanye, schagnimana yang telah dinpatalan dalam  Asersi laporn
Penerimasn dan Pengeluaran Dane Kampanye Pasangan Calon Mara Cndak
{Bupati} dan Desrizal (Wakil Bupati) Habupaten Pasaman tertanggal 24
November 2024,

Tangpung Jawsh Aluntan Publik

Tanggrng jawah kami, Akuntan Publik, adalah untuk menvatakon ajmpulan
berups pendapat demgan legalinan memadsi terhadap Laporan Dana
Kampanye terecbut berdasarkan prosedur-prosedur yang lkkami lakukan dan
pukti-buki yang kami peroleh, Kami melalkukan perilcatan ini berdasarkan
Standar Ferikaman Asurens 3000 Revis 2023); *Perikntan Asurone eelnin
Audit atau Kevio atas nformas) Beuangan Histeris” yang ditetaplan aleh
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Institut Akunisn Poblik Indonesia, Standar terscbut mewajibkan kami
untuk memenutl ketentugn Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik
Prafesl Akuntan Publik termasuk persvaratan indeperdensi bagi semus
personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini Standar terscbut jugs
mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perkatan
Asurans sccarn memadal dalam mendukung kesimpulan kami.

Qeluruh personel profesional kami memilik kompeiensi dan pengilaman
vang diperlukan dalam melaksarakan Perikatan Asursns trii. Sesuai dengan
panal 52 Peraturan Komisi Pemnilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, kami
melaksanakan perlkatan ind selama 15 (Ima belrs} hard kalender {ethitung
sejalke kami menerima Laperan Dana Kamparye Laporan Dane Kampanye
Pasangan Calon Rizki Kurnlawan [Bupati) dan Perigal Ridwin (Wakil Bupati)
Kahupaten Lima Pulub Kota  dari Komisi Pemiliban Umum Kabupaten Lima
pulub Kota.

Himpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Mara Ondak [Bupatl) dan
Desrizal (Wakil Bupati] Kabupaten Pasaman dalam Laporan Dana Kampanye
tersebut di atas, telah patuh dalam semuoa hal yang material, terhadap
Kriteria schegsimana diptur delam Peraturan Komis: Pemiliban Unmm
Nomor 14 tahun 2029,

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurins bl hanya
kepada Komisi Pemilihan Umum Provins dan Komisl Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sesuai dengan Sural Pesjanjian Konirak yang telah
disepakati. Oleh karena itu kami tidak heranggung jawab alas penggunaan
laporan ni oleh pibak lain dan/atau untuk mjuan lainnya.

KAP Tasnlm, Fardiman, Sapusd, Nuzuliana, Ramdan dan Relkan

Public Accountant Licence No. AP. 1018

Jakarta, 10 Desember 2024
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ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang beranda tangan & bawah Ink

1

Nama

Alamat

Jabagan
Nama

Alamat

Jabatan

. Drs. H. MARA ONDAK , M.M.

Jalan Bhakdi Ibu No. 16, Nagari Durian Tinggl, Kecamatan Lubuk
- Sikaping. Kabupaten Pasaman

Nomor Induk Kependudulkan 2

- Calon Bupat

DESRIZAL , SKM. M Kes

_ Jalan Prol. Dr, Hamka No. 85C, Nagari Tanung Beringin, Kecamatan
Lubuk Skaping, Kabupaten Pasaman

Nomor Induk Kependudukan i

. Calon Wakil Bupatl

Dengan s menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Permnerintah Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 entang Pemilihan Gubernur, Bupali, dan Wakkols Menjad Undang-
Ungang sebagaimana telah beberapa kall diubah, ierakhir dengan Undang-Undang Nomor § Tahun 2020 tertang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Urdang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemiliban Umum Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupall dan Wakil Bupatl, sebagai berikut:

RKDK pads Bank Umum atas nama Pasangan Calon
dan terpisah dar rekening pribad Pasargan Cason,

Peraturan KPU Nomor 14
lentang Dana  Kampanye
Pemilinan Gubarmuwr dan Wakd
Gubemur, Bupasi dan Wakil
Bupati, Sena Walikota dan
Wakil Walikota

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A |Rekening Khusus Dana Kamparye (RKDK)
1. |Pembukaan o Kami dan Perwakilan Partal Polik Pengusul membuka | Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)|  Fatwh
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PERATURAN TERKAIT

PATUH/

PATUH

4

Pasal 12 ayat (7) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubemay, Bupaf
dan  Wakd Bupati, Sena
Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 13 ayat (4) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Bupati Serta
Walkota dan Wakil Walikota

Pasal 11 ayal (2) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermnur
dan Wakil Gubernur, Bupan
dan Wakil Bupati, Serta
Walkota dan Wakil Walikota

Pasal 15 ayat (3) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernw, Bupali
dan Wakil Bupati, Senta
Walkota dan Wakil Walikota

Pasyl 15 ayat (6) Peraturan
KPU Nomor 14 entang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubemur, Bupab
dan Wakil Bupatl, Serta
Wailkota dan Wakil Wallkota

HAL UNSUR KEPATUHAN
2 3

b, Kaml membuka RKDK pada Bank Umum dimulal sejak
pendaftaran Pasangan Calon sampal dengan 1 (satu)
Hari sshelum masa Kampanye demdal,

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (salu) nomos
RKDK kepada KPU Kabupaten

Pengelolaan Kams menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang
berbenuk uvang pada RKDK tereblh dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemithan.

Penutupan A Kamni menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2

(dua) Harl setelah masa kampanye berakhir,

b. Kami  menyampaikan sural  permyaaan | penutupan
rekenng khusus dana kampanye dari bank umum
kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Han
selelah masa Karmpanye,

Laporan Awad Dana Kempanye (LADK)

Muatan Informasi  |Kami menyusun LADK yang memuad informast

a. RKDK;

b. Saido awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisn saldo hasd
penerimsan sumbangan dan pengeluaran untuk kegatan
Kampanye apablla dwerena  sebelum  periode
pembukuan,

d. Catatan penrenmaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebekim pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calor dan

f. Bukii penenmaan dan pengeluaran vang dapat
dipertanggungjawabikan.

Pasal 26 ayat (1) Peraturan
KPU Nomor 14 sentang

Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubermur,

Bupati den Wakil Bupati, Serta
Wakkota dan Walkil Walikota




UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

4

a. Kami menyusun LADK dengan Perinde pembukuan yang
dimnudss sejak pembukaan RKOK sampai dengan 1 (satu)
Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

Pasal 26 ayal (2) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupatl
dan Wakil Bupat, Sena
Walikota dan Wakil Wallkota

b. Pembukuan Dara Kampanye terpisah dari terpisah dani
pembukuan keuangan pribadi Pasangan
Calon/pengurus/ anggotaipersonsd Partal Politik Pesena
Pervlu atau Gabungan Partal Politk Peserta Pemilu

yang mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 21 ayal (6) Peraturan
KPU Nomaor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wskil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

¢. Pembukuan Dana Kampanye mencakup nformasi
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran
cesental buktl penerdmaan dan pengelsaran yang dapat
dipertanggungjawablcan.

Pasal 21 ayat (7) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Waekil Gubemur, Bupati
dan Waki Bupai, Serta
Wialikota dan Wakil Walkota

Patuh

¢. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Pasangan Calon

Pasal 21 ayat (B) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakll Gubemur, Bupall
dan Wakl Bupal, Sena
Wallkota dan Walkil Walikota

Patuh

& Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaien
gengan menginmkan data dan dokumen LADK yang
diunggah melalu Sikadeka;

Pasal 31 ayat (1) dan aya (2)
Peratwan KPU Nomor 14
tentang Dana Kampanye
Pemithan Gubermur dan Waki
Gubernur, Bupatl dan Wakil
Bupat, Sena Walikota dan
Wakil Walikota

Path

b. Kami menyampakan LADK 1 (salu) Han sebefum masa
Kampanye, paling lambat pukul 23 59 waktu setempat;

Pasal 31 ayal (2) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermnur
dan Walkd Gubernwr, Bupat
dan Wakil  Bupal, Sera
Walikota dan Wakil Walikota

©. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melaiu
Sikadeka paling lambat 3 (Uga) Har sejak menerima
tanga pengembalian dan berita acara hasil pancermatan
dan KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.590 wakiu
setempat.

Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan KPU Nomor 14
temang Dana Kampanye
Pemithan Gubernur dan Wald
Gubernur, Bupati dan Wkl
Bupas, Serta Walikota dan
Wakil Waliknpta

a Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);
2) FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE,

PENERIMAAN




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

3} FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE:

5) FORMULIR 5 LAPORAN AXTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK),

7) FORMULIR LOK-RELAWAN {apabia ada),

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana)
Kampanye,

9) Surat Pernyatsan Penyumbang darl Panal Politik,

10) Surat Pernyatean Penyumbang dan Persecrangan;

11) Sural Pernyataan Perwumbang darl Badan Hukum
Swasta; dan

12) Bukti-bukti transaks! penenmaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka lkami melengkopi  danfatau

memperbalki dokumen LADK dimaksud dengan LADK

perbaikan yang 1erdin atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK) PERBAIKAN;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3} FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK),

7) Saknan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana|
Kampanye;

8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabda ada),

9) Sural Pernyataan Penyumbang darl Paral Politk;

10) Swrat Permyataan Penyumbang darl Persecrangan;

11) Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan




UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/

PATUH

3

12) Bukt-bukt transaksi penermaan dan transaksl
pengeluaran.

Laporan Pember| Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muaian informas:

Kami menyampaskan LPSDK dari penyumbang kepada KPU

Kabupaten yang memuat informasi:

a. RKDK

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye:

c. Catatan penenmaan Pasangan Calon;

d. ldentitas penyumbang sebagasmana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) den ayat (4);

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon,

1. Bukti penermaan yang dapal dipertanggungiaswabkan;
dan

g- Surat pemyataan penyumbang

Pasal 28 ayal (2) Peraturan
KPU Nomor 14

1entang Dana Kampanye
Pemihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bupas dan

Wwaki Bupas, Sera Wallkota
dan Wakil Wahkota

a Kami menyusun LPSDK dengan Perode pembukuan
yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan
LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyampalan LPSDK.

Pasal 28 ayat (3) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemiliban Gubermur
dan Wakil Gubemur, Bupat
dan Wakil Bupati Sena
Walkota dan Wakil Wallkota

b. Pembukuan Dana Kampanye temisah dan pembukuan
keuangan priback Pasangan
Calonpengurus/anggoiapersonel Partal Poliik Pesena
Pemilu atau Gabungan Para Poltlk Peserta Pemilu

yang mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (6) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemu!, Bupan
dan Waki Bupati Sera
Walkota dan Wala! Walikota

Patuh

c. Pembukuvan Dana Kampanye mencakup Informasi
tentang bentuk dan jumlah penenmaan dan pengeluaran
disertal bukti penefimaan dan pengsluaran yang dapat
dipartanggungjawabkan,

Pasal 21 ayat (7) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemiliban Gubernur
dan Wakll Gubemw, Bupan
dan Waki Bupati, Serta
Walkota dan Wakil Walikowa

d. Pembukuvan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab
Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat {§) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Permaihan Gubernur
dan Wakll Gubemuw, Bupath
dan Waldl Bupati, Serta
Walkota dan Wakil Walikota

a Kami menyampakan LPSDK kepada KPU Kabupaten
dengan mengirmkan data dan dokumen LPSDK yang

diunggah melalul Sikadeka sesual dengan jadwal, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)
Peratwran KPU Nomor 14
leniang Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernwr, Bupati dan Wald
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Wallkota




UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUR/
TIDAK
PATUH

3

4

b. Apabila terdapal perbakan, maka kami menyampakan
LPSDK perbakan kepade KPU Kabupaten melalul
Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan
dan KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat.

Pasal 32 ayat (4) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur Bupatl
dan Weakil Bupati, Serta
Wallkota dan Waldl Walkota

Patuh

Kami menyampalkan LPSDK secara lengkap yang terdwi

atas:
1)

2)

3)

4)

5)

5)
7
8)

9)

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB  ATAS  LAPORAN  PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK),

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada).

Salinan dan Rekening Koran Rekenng Khusus Dana
Kamparye.

Surat Pemyataan Penyumbang dari Panal Politik:
Surat Pernyataan Penyumbang darl Perseorangan;

Surat Permyataan Penyumbang dan Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Bukt-bukti  transaksi  penermaan  dan  transaksi
pengeiuaran

b. Apabifa LPSDK yang kami sampakan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPSDK dimakeud dengan LPSDK
perbadcan yang terdini atas:

1

9)

FORMULIR 1  LAPORAN  PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JANWAB  ATAS  LAPORAN  PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN;

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabia ada);

Salinan dan Rekenirg Koran Rekening Khusus Dana
Kamparnye;

Sural Pernyataan Penyumbang darl Partai Polivik,

Surgt Permyataan Penyumbang darl Perseorangan,
Sural Pernyataan Penyumbang dar Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Bukti-buktl transaksi penenmaan dan transaksi
pengeiuaran,

Patuh




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PATUH/
TIDAK
PATUH

2

3

Laporan Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muaian Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi;
a. RKDK;
b. Saldo awal atau sakdo pembukamn dan  sumber

perolehan,
Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil
penenmaan sumbangan dan peagelusran untuk kegiatan
Kampanye apabila diterima s2belum  periode
pembukuan;

. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon

termasuk sebelum pembukasan RKDK,

. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan

Calon;

. Bukli  penedmaan  dan  pengekswan  yang  dapat

dipertanggungjawabian;

. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;

dan

Pasal 30 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 tentang Dana
Pemdihan Guberrar dan Walkdl
Gubernwr, Bupati dan Waki
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Kami menyusun LPPDK dimufai 1 (satu) Han sstelah
pemnutupan pembukuan LADK dan diteup pada saat
masa Kampanye berakhir.

Pasal 30 ayat (3) Peraturan
KPU Nomer 14 entang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Waki Bupai, Sena
Walikota dan Wald Walikota

Pembukuan Dana Kampanye terpsah darni pembukuan
kevangan pribadi Pasangan
Calon/pergurus/anggota/personel Partai Poltik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemdu
yang mengusulkan Pasangan Calon,

Pasal 21 ayat (8) Peratran
KPU Nemor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wekil Gubermur, Bupat
dan  Waki Bupa¥, Sena
Waskota dan Waki Wallkota

. Pembukuan Dana Kampanye mencakup nformasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran
disertai bukli penermasn dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungiaweabkan.

Pasal 21 ayat (7) Peraturan
KPU Nomor ...tentang Dana
Kampanye Pemiihan Gubermwr
dan Weakil Gubermur, Bupat
dan Wakl Bupas, Semna
Walikota dan Walkil Walikota

Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (B) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dans
Kampanye Pemibhan Gubemur
dan Wekil Gubernwr, Bupab
dan  Waki Bupat, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Kami menyampakan LPPDK kepada KPU Kabupawen
dengan mengirimikan data dan dokumen LPPOK yang

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubermur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wald
Bupati, Sera Walikota dan

Wakil Walikota

Patuh




UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUR/
TIDAK
PATUH

3

4

b, Kaml menyampakan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59
waklu setempat.

Pasal 33 ayat (2) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakd Gubemur, Bupati
dan  Wakil  Bupatl, Sena
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

c. Apabila terdapal perbaikan, maka kamy menyampaikan
LPPDK pethalkan kepada KPU Kabupaten melalu
Sikadeka paling lambat 1 (har) Han sejak menenma
wnda pengembakan dan berita acara hasll pencermatan
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.56 wakiu
selempat

Pasal 33 ayat (5) Pesatuwran
KPU Nomor 14 iemang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Waki Gubemur, Bupati
dan Wakll Bupal, Sera
Wallkota dan Wakil Walikota

Patuh

Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPOCRAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMLUILIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE:

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK);

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apablla ada);

8) Suwrat Pernyataan Penyumbang dan Partal Polibk;

9) Swa Pernyalaan Penyurnbang darn Perseorangan,

10} Swar Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampean; dan

11) Salnan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye,

12) Surar Pernyataan c¢an Bank Umum  yang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calan
bersangkutan telah ditutupy: dan

13) Bukt-bukt transakst penerimaan dan transaksi
pengeluaran,

b. Apabita LPPDK yang kami sampatkan dkembaikan oleh

KPU Ksbupaten, maka kami melengkapl daniatan
memperbaild dokumaen LPPOK dimaksud dengan LPPDK

perbalkan yang terdn atas:

4)

5)

Patuh




UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PERBAIKAN,

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE:

FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada),

Sural Pemyatasn Penyumbang dari Partai Politik;

Surat Pemyataan Penyumbang dan Perseorangan,

Surat Pemyataan Penyumbang dan Badan Hukum

Swasta dan lampiran; dan

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

1Z7) Surat Permystaan darl Bank Umum yang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan tefah dwutup; dan

13) Bukzi-bukt wansaksl penerimaan dan transaksl

pengebiaran.

4)

5)

6)

N
B)
9)
10)

Kami menenma Dana Kampanye yang diperoleh dari:

a. sumbangan Paral Politk danatau Gabungan Partad
Polittk yang mengusukan Pasangan Calon; (khusus
urtuk Pasangan Calon yang diusulkan Parta Politik atau
Gabungan Partal Poltik)

b. sumbangan Pasangan Calon, dan/atau

¢. sumbangan pihak lain yang tidak mangikat yang meliputi
sumbangan persecrangan dan/atau  badan  hukum
Swasta.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Peméihan Gubemur
dan Wakil Gubermnur, Bupati
dan ‘Whakil Bupati, Sera
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

2.

Kami mematuhi jumézh maksimal batasan penenmaan
sumbangan yang mencakup uang, barang danvstau jasa
yang dikonversikan dengan nilal uvang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebehl batas kewajaran
ransaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,

sumbangan sebagad bedlut:

Pasal @ ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
fenang Dana Kampanye
Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupatl dan Wakil
Bupat, Sera Walikota dan
Waki Wallkota

Patuh




PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAX
PATUH

1 2 3 4 5

s Dana Kampanye vyang berasal dari phak lain
persecrangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujub
puluh ima juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye yang berasal dan badan hukum swasta
paling banyak Rp750.000,000,00 {tuuh ratus lima puluh
it rupiah) selama masa Kampanye.

3. |Sumbangan yang|Kami Bdak menpgunakan dana dan sumbangan yang|Pasal 73 Peraran KPU| Patuh
Diarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang |Nomor 14 tentang Dana
maka kami mematubi ketentuan sebagai berikut: Kampanye Pemilihan Gubemur

a. Tidok menggunakan sumbangst tersebut,
b, mmmmmmmmw.wm
KPU Kabupaten; dan

©. Menyerabkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling
lambat 14 (empat belas) Hari sewelsh masa Kamparnye
berakhir,

4. |Pengsluaran Kamli mencatal dan membukukan selursh pengefuaran Patuh

Dana Kampanye |[Dana Kampanye untuk pembiayaan akfivitas Kampanye,

pembayaran hutang, dan pengeluaran laindain, yang dnila

bardasarkan harga pasar yang wajar.

Calatan.

a) Pemblayaan altivitas Kampanye termasuk pembeian
barang dan/ atau pembayaran jasa

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Pasangan Calon yang Smbul dari pembetian
barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab
Pasangan Calon yang bersangkutan,

¢) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai
saksi Pasangan Calon  dalam  permungulan  dan
penghitungan suara.

Demikian pernyataan ini dibust dengan sebenamya.

CALON BUPATI

4\
A 5‘ W 7*

({Drs. H. MARA ONDAK , M.M.)




A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPAT)
DRS. H. MARA ONDAK , M\M. - DESRIZAL , SKM. M KES

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Penode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

I

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

JASA (Rp)

Penenmaan sebelum periode
pembukuan

0

BARANG (Rp)
0

0

Penerimaan sumbangan

Pasangan Calon

1.120.000.000

Parta Politk atau Gabungan Partai
Politik

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum
Swasta

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN

A3

Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN

Penerimaan Barang Hasil Pembelian

Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

364.000.000

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Akat
Peraga Kampanye

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

364.000.000

TOTAL PENERIMAAN

1.120.000.000

364.000.000

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan




AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pengeluaran

Rapat Umum

437.000.000

Pertemuan Terbatas

Perternuan Tatap Muka dan Dialog

127.000.000

Pembuatan/Produksi Iklan o Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan

o|le|o|0

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

354.000.C00

Penyebaran Bahan Kampanye Kepada
Umum

Pemasangan Alat Perega Kampanye

132.000.000

150.000.000

147,800,000

o|lo|o|ClO

olo|o oo

Qlo|e|Q|o

65.000.000

1.120.000.000

364.000.000

Saldo

Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye

Kas di Bendahara

CALON BUPATI

/

(Drs. H. MARA ONDAK , M.M.)




LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN
SABAR AS, S.AG., M.SI. DAN SUKARDI, S,PD., M.M.
(PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK)
KPU KABUPATEN PASAMAN
PERIODE 27 AGUSTUS S.D 23 NOVEMBER 2024
DAN
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN PUBLIKASI

LAPORAN Il



01, Thoni Amwar No, 38 [\ Phone : (62-751) 7059888, 7054298

Registered Public Accountants : (62-751) 7059888
Padang 25137 Fax :( )
l. ARMANDA & ENIT Indsia Izin Usaha No. KEP-310/KM.5/2005
——

No. : 3.07/LAI-ES/9/X11/DAKAM-PKD/2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
JI. A. Yani No 13 A, Lubuk Sikaping

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan
kontrak Nomor 74/SPK/PBJ.02/1308/XI/2024, untuk melakukan Perikatan
Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap
kepatuhan Laporan Dana Kampanye pasangan calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan
Sukardi, S.Pd., M.M untuk periode 27 Agustus 2024 sampai dengan 23 November
2024 terhadap peraturanperundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye,
yaitu:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil
Walikota.

Informasl Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 14 tahun 2024,
laporan dana kampanye pasangan calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M
yang terdiri dari:

General & Special Audit, Accounting Services, Management & Business Advisory, Payroll & Recruitmant Services, Tax Consulting

Patra Office Tower 18% Floor, Suite 1827, J1. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta 12950, Indonesia,
Phone (62-21) 30182045, 52901209 Fax. (62-21) 52901209




1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat
informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo
awalatau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan
pihak lain yang dimulai sejak Pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah laporan
yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah
LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah
pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan

LADK sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikanacuan dan
diterapkan oleh Pasangan Calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M dalam
penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh pasangan
calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M dalam menyusun Laporan Dana
Kampanye adalah:
1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1) Pembukaan - Pasal 12 ayat (1),(2),(3),(6),(7),(9) dan (10); Pasal 13 ayat (1)

dan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta
pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon
perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.

b. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening
pribadi Pasangan Calon.

c. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah

satu calon dari Pasangan Calon.



Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon
perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK
yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
masa Kampanye dimulai.
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan
pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan
kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.
Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan
pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan
kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota.
Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang
diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota.
Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap
dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan
pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai
Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota.
Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

a) Putusan Bawaslu; atau

b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, RKDK
dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan
sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.



2) Pengelolaan - Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat
penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota.

3) Pelaporan - Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun
2024:

a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon
perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.

b. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan
pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan
Kampanye.

4) Penutupan - Pasal 15 ayat (3), (5) dan (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

a. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa
Kampanye berakhir.

b. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan
surat pernyataan dari Bank Umum.

c¢. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa
surat pernyataan dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah

masa kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1) Muatan Informasi — Pasal 26 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
a. Pasangan Calon menyusun dan menyampaikan LADK yang memuat
informasi:

a) RKDK;

b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;

d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum
pembukaan RKDK;

e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan

f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon;



2) Periode Pembukuan - Pasal 26 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

a. Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu dimulai sejak

pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu
penyampaian LADK.

b. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang
ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK.

3) Kelengkapan dan Penyampaian — Pasal 31 ayat (2) dan (4); pasal 27 ayat (1)
dan (2); Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU; dan Pasal 31 ayat (3) ayat
(4) dan Lampiran XIV PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

a. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum masa
Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

b. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

c. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan
Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima
tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

a) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)
hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat
3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b) Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30
(tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan
pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan
Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota; atau

b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,



yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan
KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, LADK disampaikan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU
Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
¢) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye (LADK)
g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan oleh KPU, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang
tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:
a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan
b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
¢) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
f) Formulir 6 Pertanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;
i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.



h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft
file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

i. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi/tingkat
Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu
penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi
untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1) Muatan Informasi — Pasal 28 ayat (2) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

a. Pasangan Calon menyusun LPSDK memuat informasi:

a) RKDK;

b) Jumlah sumbangan Dana Kampanye;

c) Catatan penerimaan Pasangan Calon;

d) Identitas penyumbang;

e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
f) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
g) Surat pernyataan penyumbang.

b. LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

2) Periode Pembukuan - Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai dari 1
(satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum penyampaian LPSDK.

3) Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 32 ayat (2); Pasal 31 ayat (4); Pasal
29 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 32 ayat (2) dan Lampiran XII dan Pasal 45
ayat (3) dan Lampiran XV PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

a. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal
sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

b. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.

c¢. Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh
Paslon ke KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari sejak
menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59

waktu setempat.



d. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

a) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)
hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU maka LPSDK disampaikan
paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru
oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota.

b) Berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh)
hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan
dan disampaikan paling lambat 3 hari setelah ditetapkan Pasangan Calon
pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota.

e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota; atau

b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan
KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU
Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

f.  Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);

b) Formulir 2 Daftar Penerima Sumbangan Dana Kampanye;

c) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);

d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

e) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;

f) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

g) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

h) Bukti-bukti transaksi penerimaan.



g. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan oleh KPU maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan
formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:

a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
Perbaikan;

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

c) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);

d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

e) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;

f) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

g) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

h) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft
file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

i. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi/tingkat
Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu
penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi
untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1) Muatan Informasi - Pasal 30 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:

a) RKDK;

b) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan
dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum
pembukaan RKDK;

e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;



2)

3)

g) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK
LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
Periode Pembukuan - Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai 1 (satu)
hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa
Kampanye berakhir.
Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 33 ayat (2) dan (5); Pasal 30 ayat (4)
dan Lampiran XIII, Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU Nomor 14
Tahun 2024:

a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat.

b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen
LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

c. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh
KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda perbaikan dan
berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan
dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:

a) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

f) Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK);

g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

h) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan
Calon bersangkutan telah ditutup;

i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai

Politik;



j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

k) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

1) Bukti-Bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

e. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan oleh KPU, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang
tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:

a) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan;

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

f) Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK);

g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

h) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening
Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;

i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai
Politik;

j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

k) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

1) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

f. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft
file) kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

g. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi/tingkat
Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu
penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

4) Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang - Pasal 6 ayat (1), (2) dan (5),
pasal 8 dan pasal 11 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

a. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye

Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dapat diperoleh dari:



a) Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon;
b) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
c) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi
sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
a) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
b) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi
sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
Sumbangan harus dilengkapi dengan informasi identitas penyumbang
yang jelas dan jumlah sumbangan.
Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan
penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah
sumbangan.
Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum
Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan
usaha.
Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara
memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK
disertai informasi identitas penyumbang.
Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang
bersangkutan.
Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank,

disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan - Pasal 21 dan Pasal 11 (2) PKPU
Nomor 14 Tahun 2024:

a.

Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan
(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan
nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang
diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.

Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan
pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat
menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.



d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib
mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye
dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye Kkepada
Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.

e. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu
sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

6) Batasan/Kesesuaian Sumbangan - Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor
14 Tahun 2024:
Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup
uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,
termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi
batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam
LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

a. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa
kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan

b. Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa
Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai
Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.

7) Sumbangan Yang Dilarang - Pasal 73 dan Pasal 9 ayat (7) PKPU Nomor 14
Tahun 2024:

a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau
bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

a) Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat
asing dan warga negara asing;

b) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan
Usaha Milik Desa atau sebutan lain.

b. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi
ketentuan berikut:

a) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

b) Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota; dan

c) Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.



d) Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah masa Kampanye berakhir.

8) Batas Pengeluaran Dana Kampanye - Pasal 18 ayat (1), (7) dan (8); Pasal 21 ayat (5) dan
(7); dan Pasal 83 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

a. Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

a) Untuk pembiayaan aktivitas Kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau
pembayaran Jasa);

b) Pembayaran hutang; dan

c) Pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang
berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

c. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau
jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan
keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon.

d. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan
jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan
penghitungan suara.

f. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana
Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah

kelebihan pengeluaran.
Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas
pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan
kepada kami oleh pasangan calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M. Pada
suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat,
misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya
kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.
Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat
pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan
Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye

tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi



yang diserahkan dan/atau disediakan oleh pasangan calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan
Sukardi, S.Pd., M.M, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang
tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas
kepatuhan pasangan calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M terhadap

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M

Pasangan calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardji, S.Pd., M.M bertanggung jawab atas
penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan
metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta
perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk
penyusunan laporan. Pasangan Calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd.,, M.M
juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati tanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa
pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut
berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami
peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans
3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi
Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar
tersebut mewajibkan kami untuk memenuhiketentuan Standar Pengendalian Mutu
1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi
semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga
mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang
diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini
selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejakkami menerima Laporan Dana
Kampanye pasangan calon Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M dari Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.



Simpulan

Menurut opini kami, Asersi pasangan calon Sabar AS, 5.Ag. M.Si dan Sukardl, 5.Pd,
M.M dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal
yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melalulkan Perikatan Asurans inl hanya kepada KPU
Kabupaten Pasaman dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah
disepakati Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan
ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Armanda & Enita

it

Dra. Enita Syafnia, MM. Ak, CPA.,CA
Nomor Register AP. 0399

11 Desember 2024



F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Alamat

SABAR AS , S.Ag.,M.Si

Rumah Dinas Bupati, JI. Sudirman No 40, Jr Tj Alai, Nagari Pauah,

Kecamatan Lubuk Sikaping

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

2. Nama

Alamat

Calon Bupati

SUKARDI, S.Pd.,M.M

Pasar Baru, Jr.Kampung Kajai Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan

Tigo Nagari

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. [Pembukaan a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka [ Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Patuh

RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon
dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.

Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
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Placed Image

win10
Placed Image


PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak |Pasal 12 ayat (7) Peraturan Patuh
pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)|KPU Nomor 14 tentang Dana
Hari sebelum masa Kampanye dimulai. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor|Pasal 13 ayat (4) Peraturan Patuh
RKDK kepada KPU Kabupaten. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
2. |Pengelolaan Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang|Pasal 11 ayat (2) Peraturan Patuh
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum|KPU Nomor 14 tentang Dana
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 |Pasal 15 ayat (3) Peraturan Patuh
(dua) Hari setelah masa kampanye berakhir. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan|Pasal 15 ayat (6) Peraturan Patuh
rekening khusus dana kampanye dari bank umum|KPU Nomor 14 tentang Dana
kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari| Kampanye Pemilihan Gubernur
setelah masa Kampanye. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 26 ayat (1) Peraturan Patuh

a.

b.

RKDK;

Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil

penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan
Kampanye apabila diterima  sebelum  periode
pembukuan;

Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan RKDK;

Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon; dan

Bukti penerimaan dan
dipertanggungjawabkan.

pengeluaran yang dapat

KPU Nomor 14 tentang

Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. |Pembukuan . Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang |Pasal 26 ayat (2) Peraturan Patuh
dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) | KPU Nomor 14 tentang Dana
Hari sebelum waktu penyampaian LADK. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari|Pasal 21 ayat (6) Peraturan Patuh
pembukuan keuangan pribadi Pasangan |KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta | Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu|dan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran | KPU Nomor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab|Pasal 21 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan  Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penyampaian . Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten|Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Laporan dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang|Peraturan KPU Nomor 14
diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa|Pasal 31 ayat (2) Peraturan Patuh
Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Patuh
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui|Peraturan KPU Nomor 14
Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima |tentang Dana Kampanye
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan | Pemilihan Gubernur dan Wakil
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu | Gubernur, Bupati dan Wakil
setempat. Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
4. |Kelengkapan . Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)
10)
11)

12)

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK
perbaikan yang terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)
10)
11)

FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK) PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.
C. |Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
1. [Muatan Informasi |Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU |Pasal 28 ayat (2) Peraturan Patuh
Kabupaten yang memuat informasi: KPU Nomor 14
a. RKDK tentang Dana Kampanye
b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; Pemilihan Gubernur dan Wakil
c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; Gubernur,Bupati dan
d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam|Wakil Bupati, Serta Walikota
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan Wakil Walikota
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;
f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
dan
g. Surat pernyataan penyumbang.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan|Pasal 28 ayat (3) Peraturan Patuh
yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan|KPU Nomor 14 tentang Dana
LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum|Kampanye Pemilihan Gubernur
penyampaian LPSDK. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 21 ayat (6) Peraturan Patuh
keuangan pribadi Pasangan |KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta|Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu|dan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran | KPU Nomor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 21 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan  Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. [Penyampaian a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten|Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Laporan dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang|Peraturan KPU Nomor 14
diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling |[tentang Dana  Kampanye
lambat pukul 23.59 waktu setempat. Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 32 ayat (4) Peraturan Patuh
LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui| KPU Nomor 14 tentang Dana
Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima|Kampanye Pemilihan Gubernur
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan ([dan Wakil Gubernur, Bupati
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu|dan Wakil Bupati, Serta
setempat. Walikota dan Wakil Walikota
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

PENERIMAAN

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

9) Bukti-bukti transaksi

pengeluaran

penerimaan dan transaksi

. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK
perbaikan yang terdiri atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN;

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

9) Bukti-bukti transaksi
pengeluaran.

penerimaan dan transaksi




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
D. [Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1. [Muatan Informasi |Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 30 ayat (1) Peraturan Patuh
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber|Nomor 14 tentang Dana
perolehan; Kampanye
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil | Pemilihan Gubernur dan Wakil
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan | Gubernur, Bupati dan Wakil
Kampanye apabila diterima  sebelum  periode|Bupati, Serta Walikota dan
pembukuan; Wakil Walikota
d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah|Pasal 30 ayat (3) Peraturan Patuh
penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat|KPU Nomor 14 tentang Dana
masa Kampanye berakhir. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 21 ayat (6) Peraturan Patuh
keuangan pribadi Pasangan |KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta | Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu|dan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran | KPU Nomor ...tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab|Pasal 21 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. | Penyampaian a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten|Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Laporan dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang|Peraturan KPU Nomor 14
diunggah melalui Sikadeka. tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari|Pasal 33 ayat (2) Peraturan Patuh
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 |KPU Nomor 14 tentang Dana
waktu setempat. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |[Pasal 33 ayat (5) Peraturan Patuh
LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui| KPU Nomor 14 tentang Dana
Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima|Kampanye Pemilihan Gubernur
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan ([dan Wakil Gubernur, Bupati
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu|dan Wakil Bupati, Serta
setempat. Walikota dan Wakil Walikota
4. |[Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

PENERIMAAN

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE (LPPDK);
7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

13) Bukti-bukti transaksi
pengeluaran.

penerimaan dan transaksi

. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK
perbaikan yang terdiri atas:




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9)
10)

11)

12)

13)

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

PENERIMAAN

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank Umum yang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

Bukti-bukti
pengeluaran.

transaksi penerimaan dan transaksi

Ketentuan Lainnya

Sumber
Kampanye

Dana

Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus
untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik)

b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

¢. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi

sumbangan

perseorangan dan/atau badan hukum

swasta.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami

mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Patuh




LINSLIR KEPATUIHAN

PERATURAN TEREAST

PATURI
TIDAK,
PATL

3

g Dena  Kampamye vang berasal dan  pihak  fsin
perserangan paling bBanyak Fp 7000 000000 [fugah
mEiuh limsn pits mpiah] selnma mass Cambarme.

b. Dana Kamperye varg betosal darf bmdian baiboem ssast
paling bangak RpT 50000 000,00 (b o lima pulul
jute nepiah] sEama mass Karmanye

A | sumbangan yEng

R

Kaml tdak menggunakan dana dad sumbangsn vy
citarnng, Apatida kamsi mersrima sumbangan yang dilarang
meka kami mometubl keleriunn sehagal bersur

o, Tidmd monggunalEnn sembangr (ergestar,

b, Maoloparken surmbangan yeng dissang ersabul kepads
KU Kabupaten; dan

¢ Meryemhkan sombangan iersehet ke kes Begara peling
lamibal 14 {empst b=lasi Harn seteiah masa Kanmpanys
besakir,

Pesal T3 Peabman  KRU
Womor 14 (emang Dana
Hampamye Pamilfan Gubsrhr
dan Walkdl Gubarnur, Bupad
gan  Wakil Bupsh, Serda
wWakkots dan Wiaidl Walleois

Patiih

4, |Pengeiusren
Cana Kampadye

Kaml mencaal oan mEembkLKan -saluuh pengEiuasan
Dana Kampanys MUk pembisyasn SkmtEs Kampame
pembayaran hutang, dian pengeleatan ain-lsn, peg dinkls
bermaearken MDA [EEEF YAND Wajs!

Lagen,

i) Peminsyasn akiviae Kampanyn iermasubk pomisclion
rany dand aleu pembay aran |asa.

bl Pembayaran hutang merupakan pembayarsn  AlRs
huang Pasangan Calon yang Gmibul dorl pembeian
barsng dan pihak lain dan omenjadl anggang  jweah
Pasangan Galon yang bersanghuiian

£} Dana inmnpanye dek dapat diguoskin uniuk menbssl
pabsl  Pasangen Calon  dalam  pemunguian  dan

penghibingan sseara,

P

Deppikian permyataan ins fiea) dengan sebenamyn

CALON BUPATI

AS |, Shg M.S1)

Lubuk Siknpmg, 25 November 2024

CALGN WAKIL BLEPAT]
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A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SABAR AS, S.AG.,M.SI - SUKARDI, S.PD.,M.M

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A.1 |Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan
A.2 |Penerimaan sumbangan
Pasangan Calon
2. Partai Politik atau Gabungan Partai 0 0 0
Politik
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 970.000.000
Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum 0
Swasta
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 970.000.000 0 0
A.3 |Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0
A.4 | Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 233.900.000 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 233.900.000 0
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 970.000.000 233.900.000 0
B Pengeluaran sebelum periode 0 0 0

pembukuan




BENTUK DAMNA KAMPANYE

e sablonlin LANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
Bl |Pengelusran
1 Frispat Lirman 1551140000 i i |
2, Parismiian Terbalss i ] a i}
- Pertemuan Tatap Muka dan Dealog 419, 300.000 o o
4 |Pembuatan/Produks Bdan di Media 1) o )
Massa Cefak, Meda Masss Efektomnk,
Media Sosial. dan Media Dalam Jaringan
| Pembisatan BEahanDesign dan'atac alal 233 .900.000 0 ]
Prraga Kampsnye
& Femyeharmn Bahan Karmpaims Hapn_dn g 183.400.000 0
Limum
L) Pemasangan Alat Faraga Kampanye: 1] 50.000.000 4]
g Forgiaaan Lam yanyg Tidak hefsrggan 1] 0 4]
Larangan Kamparye dan Peraturan
Panindang-undangan
9. Pengeluaran Lain-ialn
a. Admimsiras Bank 0 0 a
b, Pembelian 5ot L] ] a
o, Pembelian Peralgian 1] i i}
d. Pembelian Perfenciapan Kantor ] 1] 0
2 Pembayeran Uiang Pembalian 0 o a
Sawury
I Pingelastat Lain 181 BO0. 00 0 Q
TOTAL PENGELUARARN 70000, (K0 233.5900.000 0
G Litnng =
1 Utang Pembélian Gamang Q ] a
o Saldo
L as di Relening Khusus Dana o a 4]
Kamparye
I Kas di Bendahara i}
i Barang 0 1]
Luitsuik Sikaping, 25 Movember 2024
CALON BUPATI CALDN WAKIL BUPATI

{ R AS , 5.A0.M.50)

/ﬂ.-f"\"

( SUKARDI | S PuLMM)
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